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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Orangtua dalam 

Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir 

Selatan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator pengetahuan dan 

pemahaman hukum orang tua dalam pemenuhan nafkah anak 

pascaperceraian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan para 

responden masih berada pada tahap dasar. Para ayah pada umumnya 

mengetahui bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi hingga anak dewasa. Namun, pengetahuan 

tersebut bersifat normatif dan lebih banyak diperoleh dari ceramah agama, 

lingkungan keluarga, atau pengalaman sosial, bukan dari pemahaman 

terhadap ketentuan hukum positif secara formal. 

Dari segi pemahaman hukum, para responden belum sepenuhnya 

memahami tujuan, mekanisme dan prosedur penyelesaian hukum apabila 

kewajiban nafkah tidak dipenuhi. Mereka cenderung tidak mengetahui secara 

jelas mengenai sanksi hukum, tata cara pengajuan gugatan, maupun lembaga 

yang berwenang dalam penyelesaian sengketa nafkah. Pemahaman yang 

dimiliki lebih menitikberatkan pada aspek moral dan agama, seperti anggapan 

bahwa tidak memberi nafkah merupakan perbuatan dosa, dibandingkan 

kesadaran terhadap konsekuensi hukum.  

 

5.1.2. Analisis Sikap dan Prilaku Hukum Orangtua dalam Pemenuhan 

Nafkah Anak Pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator sikap dan perilaku 

hukum orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung 

Soal, Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif para ayah 

menunjukkan sikap hukum yang positif. Seluruh responden menyatakan 

setuju terhadap kewajiban nafkah anak, menganggap aturan tersebut penting 
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untuk dipatuhi, serta mendukung adanya penindakan terhadap ayah yang lalai 

menjalankan tanggung jawabnya. Sikap ini menunjukkan adanya pengakuan 

terhadap norma hukum dan nilai moral yang mengatur kewajiban orang tua 

terhadap anak. Namun demikian sikap persetujuan tersebut belum 

sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku hukum yang konsisten. Dalam 

praktiknya, pemberian nafkah masih bersifat tidak rutin, bergantung pada 

kondisi ekonomi, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak diberikan sama 

sekali. Penyelesaian permasalahan nafkah juga cenderung dilakukan secara 

kekeluargaan tanpa melibatkan mekanisme hukum formal. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap yang dinyatakan (attitude) 

dengan tindakan nyata. 

5.2. Saran 

5.2.1. Berdasarkan hasil penelitian secara teoritis dan praktis hendaknya 

sebagai pertimbangan bagi stakeholder, bahwa tingkat kesadaran hukum 

orangtua pascaperceraian dalam pemenuhan nafkah anak masih 

dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku 

hukum, sehingga penguatan kesadaran hukum perlu dipandang sebagai 

upaya strategis dalam menjamin perlindungan hak anak secara 

berkelanjutan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para ayah 

mengetahui kewajiban menafkahi anak hanya sebatas informasi umum, 

tetapi tidak memahami aturan hukum formal seperti UU Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Nafkah merupakan kewajiban yang tidak boleh 

bergantung pada kondisi emosional, ekonomi yang fluktuatif, ataupun 

keberadaan keluarga baru. Konsistensi dalam pemberian nafkah sangat 

penting demi pemenuhan hak dasar anak. 

5.2.2. Berdasarkan hasil penelitian secara teoritis dan praktis hendaknya 

sebagai pertimbangan bagi stakeholder bahwa efektivitas pemenuhan 

nafkah anak pascaperceraian tidak hanya bergantung pada keberadaan 

aturan hukum, tetapi juga pada mekanisme pengawasan, peran lembaga 

adat dan keagamaan, serta dukungan lingkungan sosial dalam 
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mendorong kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran, bukan semata-

mata karena takut terhadap sanksi. Peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat Pancung Soal Pesisir Selatan dalam pemenuhan nafkah anak 

pascaperceraian dapat terus didorong melalui pendekatan yang 

persuasif dan edukatif. Peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah 

nagari, serta lembaga terkait diharapkan semakin menguat dalam 

mengajak masyarakat memahami bahwa kewajiban nafkah anak 

merupakan tanggung jawab hukum, agama, dan moral yang melekat 

meskipun perkawinan telah berakhir. Melalui kegiatan penyuluhan 

hukum, pengajian, dan musyawarah adat yang berkesinambungan, 

sehingga kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak tidak lagi 

didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan atas kesadaran 

untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. 
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